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Abstrak 

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah 

Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, 

dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Konseptual 

Approach). Adapun hasil penelitian ini Penyediaan infrastruktur melalui suatu kerjasama tersebut memerlukan 

pengaturan yang khusus. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.Pemerintah dalam kontrak 

BOT mempersiapkan modal baik berupa barang atau jasa pada kontrak ini, namun pihak swasta dituntut untuk 

lebih berperan dalam menanggulangi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proyek pembangunan 

infrastruktur yang akan dibangun, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan serta tahap operasionalnya.Pada 

perjanjian atau kontrak, hak dan kewajiban biasanya dilihat dari keseimbangan berkontrak, keseimbangan 

sendiri merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 

 

Kata Kunci :Kontrak Kerjasama, Badan Usaha, Infrastruktur 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam negara hukum bahwa tindakan 

pemerintah harus sesuai dengan hukum baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis yang dikenal 

sebagai asas asas umum pemerintahaan yang baik. 

Didalam pembentukan substansi hukum hukum 

dituntut untuk tetap memperhatikan tata tertib urutan 

peraturan perundang-undangan, termasuk tertit 

materi muatannya, dengan tetap memperthatikan 

kepastian hukum (unity wherever possible, diversity 

wherever desirable, but above all certainty). 

Mengembangkan jasa pelayana infrastruktur publik 

melalui kerja sama dengan pihak swasta dibutuhkan 

karena permintaan lebih cepat dibandingkan dengan 

kemampuan pemerintah dalam menyediakan jasa 

pelayanan infrastruktur dan kebutuhan investasi yang 

sangat besar tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah 

saja.Partisipasi swasta dalam pembangunan 

infrastruktur dapat diarahkan pada proyek yang 

membutuhkan dana besar. Melihat keterbatasan 

pemerintah melalui dana APBN dalam penyediaan 

infrastruktur dituntut adanya model-model atau pola-

pola baru sebagai alternatif proyek pembangunan. Di 

daerah pembiayaan pembangunan infrastruktur 

dengan mengandalkan dana APBD juga dirasakan 

semakin terbatas jumlahnya, untuk itu dibutuhkan 

pola-pola baru sebagai alternatif pendanaan yang 

tidak jarang melibatkan pihak swasta dalam proyek-

proyek pemerintah. Partisipasi swasta dalam 

pengadaan proyek infrastruktur tersebut tentunya 

merupakan fenomena yang cukup baru di Indonesia. 

Salah satu sarana umum yang saat ini penting 

bagi Kota Mataram dalam rangka mendukung 

pengembangan kapasitas layanan umum adalah 

pembangunan saran dan prasarana akomodasi bagi 

wisatawan, tempat umum dan pusat perdagangan 

modern. Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut 

sebagai pendukung utama Kota Mataram sebagai 

daerah tujuan MICE ( Meeting, incentive, converence 

dan exibition ). Pembangunan sarana dan prasarana 

pendukung MICE yang berupa hotel dan pusat 

pedagangan diharapkan dapat meningkatkan 

pemanfaaatan ruang kota serta berpeluang menjadi 

sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota 

Mataram.Pembangunan infrastruktur hotel dan mall 

menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu 

cara untuk mendukung penggerkan perekonomian 

daerah menjadi lebih bergairah dan sebagai daya 

tarik kunjungan wisatawan. 

Terkait denga hal tersebut, maka lahan yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram dapat 

dimanfaatkan dalam membangun fasilitas hotel dan 

mall yang memadai dan representatif. Mengingat 

keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah 

Kota Mataram sehingga diperlukan kerjasama 

pembiayaan dari pihak swasta. Pembiayaan atau 

bentuk investasi dari pihak swasta dapat menutup 

keterbatasan pendanaan yang menjadi kendala bagi 

daerah dalam mengelola lahan tersebut dapat 

teratasi.Didalam praktik hukum kontrak telah 

berkembang berbagai bentuk-bentuk kontrak, 

perjanjian dan kerjasama antara pemerintah dengan 
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pihak swasta. Aturan hukum dalam lapangan yang 

menjadi payung bagi pemerintah dalam membuat 

kontrak terutama adalah Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 mengatur prihal penyusunan, penetapan, 

pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), 

sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

difokuskan pada pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan yang ditetapkan 

dalam anggaran dan pendapatan belanja 

Negara/Daerah (APBN/APBD). Disamping sumber 

hukum berupa undang-undang, perjanjian kerjasama 

pemerintah dengan swasta diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 38 (Perpres No. 38) Tahun 2015 

tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha 

Dalam Penyediaan Infrastruktur. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metodepenelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Approach). Jenis dan 

sumber bahan hukum yang digunakan dalam 

menyusun penelitian ini, meliputiUndang-Undang 

Dasar 1945,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata),Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara,Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, danPeraturan Presiden Nomor 38 Tahun 

2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan 

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 

Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan 

Pemba-ngunan Nasional Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur. Teknik pengumpulan 

bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan 

keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan 

masalah yang diteliti melalui studi dokumen, yang 

dalam hal ini jasa perpustakaan sangat diperlukan 

sebagai tempat mengumpulkan bahan hukum 

dimaksud dan melalui internet untuk memperoleh 

bahan hukum terkait, baik berupa artikel, peraturan-

peraturan dan komentar-komentar hukum.Analisis 

bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis hukum secara kualitatif dengan 

melakukan penalaahan, penafsiran dan 

pengevaluasian keseluruhan bahan hukum dengan 

menggunakan bahan hukum yang dijadikan sebagai 

dasar. Setelah bahan hukum tersebut terkumpul 

barulah dilakukan analisis secara bertahap sesuai 

dengan kelompok permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian. 

 

 

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

a. Pengaturan Kontrak Kerjasama Antara 

Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta 

Dalam Penyediaan Infrastruktur 

Dalam konteks hukum nasional, perjanjian 

telah didefiniskan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 

yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.Lebih lanjut, menurut 

Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah 

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 

dinamakan perikatan. Perjanjian itu kemudian 

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 

membuatnya. 

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari 

transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, 

baik domestik maupun internasional. Fungsinya 

sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh 

harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak 

dapat terlaksana dan dipenuhi. Dalam hal terjadi 

pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus 

dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana 

untuk memastikan bahwa apa yang hendak dicapai 

oleh para pihak dapat diwujudkan. 

Kontrak bagi perencanaan transaksi, 

Beatson memberikan perhatian pada empat hal, yaitu: 

a. Kontrak pada umumnya menetapkan nilai 

pertukaran (the value of exchange); 

b. Dalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik 

dan standar pelaksanaan kewajiban; 

c. Kontrak membutuhkan alokasi pengaturan 

tentang risiko ekonomi (economic risk) bagi para 

pihak; dan 

d. Kontrak dapat mengatur kemungkinan kegagalan 

dan konsekuensi hukumnya. 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 

(empat) syarat sebagai berikut : 

a. Kesepakatan para pihak, 

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu 

perikatan, 

c. Suatu hal tertentu, dan 

d. Suatu sebab yang halal. 

Akibat dari suatu perjanjian yang sah diatur 

dalam Pasal 1338 KUH Predata, dimana perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat 

ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah 

pihakatau karena alasan-alasan yang cukup menurut 

undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. Ketentuan bahwa semua perjanjian (kontrak) 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya ini dikenal 

juga sebagai asas kebebasan berkontrak. 

Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh syarat 

sah perjanjian, antara lain dibatasi oleh kesepakatan 

para pihak, kecakapan para pihakdan juga penentuan 
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obyek perjanjian, serta causa yang halal. Kemudia 

pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga 

dapat disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (3) KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa suatu 

perjanjianhanya dilaksanakan dengan itikad baik. 

Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan 

sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat 

dalam perjanjian tetapi harus didasarkan dan 

dillaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang 

didasarkan pada itikad buruk mislanyapenipuan 

mempunyai akibat hukum perjanjian  tersebut dapat 

dibatalkan. 

Kerjasama pemerintah dengan swasta dapat 

diterjemahkan sebagai sebuah perjanjian kontrak 

antara pemerintah dan swasta, yang keduanya 

bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk 

menggunakan keahlian dan kemampuan masing-

masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik 

dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk 

menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan 

biaya yang optimal untuk publik.  

Pemerintah dalam menjalankan peranannya 

senantiasa berupaya menyediakan barang dan 

pelayanan yang baik untuk warganya terutama dalam 

penyediaan infrastruktur. 

Adapun bentuk-bentuk kejasama pemerintah 

dengan swasta, antara lain : 

a. Prinsip kontrak pelayanan, operasi dan perawatan 

Pemerintah memberikan wewenang kepada 

swasta dalam kegiatan operasional, perawtan dan 

kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan 

oleh pemerintah. Pihak swasta harus membuat suatu 

pelayanan dengan harga yang telah disetujui dan 

harus sesuai dengan standar performance yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari kontrak 

pelayanan  ini dalam sektor air bersih dimana dari 

pendistribusian air, pembacaan meteran, penarikan 

dan pengumpulan tagihan, serta operasional dan 

perawatan pipa. 

b. Prinsip BOT (Build, Operate and Transfer) 

Kontrak ini digunakan untuk melibatkan 

investasi swasta pada pmbangunan konstruksi 

infrastruktur baru. Dibawah pirinsip BOT, pendanaan 

pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan 

mengoperasikan fasilitas atau sistem infarstruktur 

berdasarkan standar-standar performance yang 

disusun oleh pemerintah. Masa periode yang 

diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk 

perusahaan swasta untuk mendapatkan kembali biaya 

yang telah dikeluarkan guna membangun konstruksi 

beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 

10 samai 20 tahu. Dalam hal ini pemerintah tetap 

menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur dan 

pemerintah memiliki dua peran sebagai pengguna 

dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut. 

BOT merupakan cara yang efektif untuk 

menarik modal swasta dalam pembangunan fasilitas 

infrastruktur baru. Perjanjian BOT akan dapat 

mengurangi pasar dan risikonya kecil untuk pihak 

swasta karena pemerintah adalah pengguna tunggal, 

pengurangan risiko disini berhubungan dengan 

apabila ada permasalahan tidak cukupnya permintaan 

dan permasalahan kemampuan membayar. Pihak 

swasata akan menola mekanisme BOT apabila 

pemerintah tidak memberikan jaminan bahwa 

investasi swasata akan kembali. 

c. Prinsip Konsesi 

Dalam konsesi, pemerintah memberikan 

tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada 

kontraktor (konsesioner) swasta untuk menyediakan 

pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam sesuatu area 

tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, 

perawatan, pengumpulan dan manajemennya. 

Konsesioner bertanggung jawab atas sebagian besar 

investasi yang digunakan untuk membangun, 

meningkatkan kapasitas atau memperluas sistem 

jaringan, diamana konsesioner mendapatkan 

pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal 

dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan 

peran pemerintah bertanggung jawab untuk 

memberikan standar performance dan menjamin 

kepada kosesioner. 

Aset-aset infrastruktur yang tetap 

dipercayakan kepada konsesioner untuk waktu 

kontrak tertentu, tetapi setelah kontrak habis maka 

aset infrastruktur akan menjadi milik pemerintah. 

Periode konsesi diberikan biasanya lebih dari 25 

tahun. Lamanya tergantung pada perjanjian kontrak 

dan waktu yang dibutuhkan oleh konsesioner swasta 

untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. 

d. Prinsip Joint Venture 

Kerjasama joint venture merupakan kerjasama 

pemerintah dan swasta dimana tanggung jawab dan 

kepemilikan ditanggung bersama dalam hal 

penyediaan pelayanan infrastruktur. Dalam 

kerjasama ini masing-masing pihak mempunyai 

posisi yang seimbang dalam perusahaan. Kerjasama 

ini bertujuan untuk memadukan keunggulan sektor 

swasta seperti modal, teknologi, kemampuan 

manajemen, dengan keunngulan pemerintah yakni 

kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Dibawah 

kerjasama joint venture ini, pihak pemerintah dan 

swasta harus berkontribusi dalan pembiayaan dari 

sejak awal, mulai dari pembiayaan studi kelayakan 

proyek sampai mempersiapkan investasi pada 

perusahaan baru ketika telah terbentuk. Modal 

bersama ini memerlukan kesepakatan  sebelumnya 

untuk menanggung risiko dan membagi  keuntungan 

secara bersama-sama. Secara optimal, perusahaan 

seharusnya membiayai secara independen. Tapi 

bagaimanapun tidak menutup kemungkinan 

pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan 

atau pada penggunanya namun hal ini dilakukan jika 

sangat mendesak dan diusahakan agar dihindari. 

Sesuai dengan peraturan terkini mengenai 

Kerjasama Pemerintah dengan Swasta di Indonesia, 

yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, 

bahwa jnis-jenis yang bisa dikerjasamakan antara 

pemerintah dengan swasta antara lain : 

a. Infrastruktur transportasi; 
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b. Infrastruktur jalan; 

c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 

d. Infrastruktur air minum; 

e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah 

terpusat; 

f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah 

setempat; 

g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 

h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 

i. Infrastruktur ketenagalistrikan; 

j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi 

yang terbarukan; 

k. Infrastrukturkonservasi energi; 

l. Infrastruktur fasilias perkotaan; 

m. Infrastruktur fasilitas pendidikan; 

n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana 

olahraga, serta kesenian; 

o. Infrastruktur kawasan; 

p. Infrastruktur pariwisata; 

q. Infrastruktur kesehatan; 

r. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan 

s. Infrastruktur perumahan rakyat. 

b. Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah 

Dengan Badan Usaha Swasta Dalam 

Penyediaan Infrastruktur 

Untuk melaksanakan kerjasama, Pemerintah 

telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerjasama Daerah. Peraturan Pemerintah ini 

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 

Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2007 telah didefinisikan istilah 

“kerjasama” dan juga siapa saja yang dimaksud 

dengan sebutan “pihak ketiga” dalam ketentuan 

sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 2 

Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara 

gubernur dengan gubernur atau  dengan 

bupti/walikota atau antara bupati/walikota dengan 

bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, 

bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat 

secara tertu;is serta menimbulkan hak dan 

kewajiban. 

Pasal 1 angka 3 

Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, 

perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri 

lainnya yang berbadan hukum. 

Secara umum batang tubuh Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 mengatur tentang 

ketentuan umum, prinsip, subjek, objek, bentuk, tata  

cara, persetujuan DPRD, hasil kerjasama, 

penyelesaian perselisihan, perubahan, berakhirnya 

kerjasama, pembinaan dan pengawasan, badan 

kerjasama, ketentuan peralihan, dan ketentuan 

penutup. Prinsip, objek dan bentuk kerjasama telah 

diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah 50 

Tahun 2007 sebagai berikut: 

Pasal 2 

Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip: 

a. Efisiensi; 

b. Efektivitas; 

c. Sinergi; 

d. Saling menguntungkan; 

e. Kesepakatan bersama; 

f. Itikad baik; 

g. Mengutamakan kepentingan nasional dan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

h. Persamaan kedudukan; 

i. Transparansi; 

j. Keadilan; dan 

k. Kepastian hukum. 

Pasal 4 

Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan 

pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah 

otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan 

publik. 

Pasal 5 

Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk 

perjanjian kerjasama. 

Pasal 6 

Perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga 

wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan objek 

kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 

pasal 4. 

Sebagaimana telah diuraikan dalam undang-

undang bahwa salah satu bentuk kerjasama anatara 

pemerintah daerah dengan pihak swasta yaitu 

pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah 

yang memberikan pendapatan bagi daerah. Oleh 

karenanya kerjasama dalam pengelolaan aset akan 

terkait pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Kedua peraturan ini mengatur mengenai 

pemanfaatan barang milik daerah, yang dapat 

dilakukan melalui kerjasama anatar pemerintah 

dengan pihak swasta. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2007 diatur bahwa pihak pemerintah daerah yang 

melakukan kerjasama adalah kepala daerah 

(gubernur, bupat dan walikota), sedangkan dalam 

Peraturang Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diatur 

pejabat yang dapat melaksanakan pemanfaatan 

barang milik negara/daerah. Pasal 26 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

mengatur bahwa: 

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah 

dilaksanakan oleh: 

a. Pengelolaan Barang, untuk Barang Milik Negara 

yang berada dalam penguasaannya; 

b. Pengelolaan Barang dengan persetujuan 

Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaan 

pengelola barang; 
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c. Pengguna Barang dengan persetujuan 

pengelolaan barang, untuk Barang Milik Negara 

yang berada dalam [enguasaan pengguna 

barang; dan 

d. Pengguna Barang dengan persetujuan pengelola 

barang, untuk Barang Milik Daerah berupa 

sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 

digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain 

tanah dan/atau bangunan. 

Adapun untuk bentuk pemanfaatan Barang 

Milik Negara/Daerah telah diatur dalam Pasal 27 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai 

berikut: 

a. Sewa; 

b. Pinjam pakai; 

c. Kerjasama pemanfataan; 

d. Bangunan guna serah atau bangunan serah guna; 

atau 

e. Kerjasama penyediaan infrastruktur. 

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya bahwa mekanisme build and transfer 

didasari oleh Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur sebagai pelaksana Pasal 363 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam Pasal 38 Perpres Nomor 38 Tahun 

2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pengadaan 

badan usaha pelaksana dilakukan melalui pelelangan 

atau penunjukan langsung. 

Untuk dapat terlaksananya program kerjasama 

tersebut maka ada beberapa tahap yang harus dilalui 

oleh pemerintah sampai terlaksananya program 

kerjasama tersebut. 

Adapun tahap yang harus dilalui, yaitu : 

1. Preliminary Study (studipendahuluan) 

Tahap studi pendahuluan dalam Build and 

Transfer merupakan tahap awal yang lebih banyak 

menjadi tugas pemerintah dan merupakan inisiatif 

dari pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini 

akan melakukan identifikasi  dan perencanaan 

tentang proyek-proyek apakah yang sebaiknya 

dibangun untuk memenuhi kebutuhan penting dan 

strategis bagi masyarakat. 

2. Selection (seleksi) 

Tahap seleksi adalah tahap dimana pemerintah 

melakukan prequalification atau tahap seleksi 

terhadap beberapa investor yang dipandang 

memenuhi syarat untuk melaksanakan proyek 

tersebut dengan mngundang sebanyak mungkin 

pengusaha yang ada. Terhadap perusahaan yang 

memenuhi syarat dalam prakualifikasi tersebut maka 

terhadapnya diberikan penjelasan terhadap rencan 

pembangunan proyek tersebut yang sudah dilakukan 

studi kelayakan sebelumnya. 

3. Project Implementation (Tahap Pelaksanaan) 

Tahap project implementation atau 

implementasi adalah suatu tahap dimana segala 

kesepakatan telah mampu dirumuskan secara detail 

melalui negosiasi pada tahap kedua terutama setelah 

contractor proposals mengalami bebrapa perubahan 

sesuai dengan kesepakatan bersama dalam reviced 

agreement. 

Dengan telah disepakatinya proposal dan 

reviced agreement itulah maka kemudian akan 

ditindak lanjuti dengan tahap legalisasi proyek dalam 

suatu final agreement yaitu pembuatan kontrak atau 

perjanjian secara tertulis anatar pemerintah dengan 

pihak kontraktor. 

4. Construction (tahap konstruksi) 

Tahap kontruksi adalah tahap dimana 

kontraktor telah mulai melaksanakan execution 

pembangunan proyek sesuai dengan tenggang waktu 

yang tertuang dalam final agreement. Dalam tahap 

eksekusi inilah peran pengawas dan konsultan proyek 

melakukan pendampingan dan pengawasan 

(monitoring) terhadap pembangunan tersebut agar 

benar benar sesuai dengan desain dan sesuai dengan 

kualifikasi kualitas bahan bangunan yang ditetapkan. 

Pada tahap ini akan terjadi berbagai persoalan teknis 

berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi dan 

politik. Bisa jadi pembangunan akan terhambat 

diakibatkan situasi politik suatu negara sehingga 

bahan baku yang dibutuhkan untuk pembangunan 

proyek tersebut menjadi langka dipasaran, dan 

akhirnya akan mengancam keterlamabtaan 

penyelesaian proyek. Untuk itulah pada tahap ini 

diperlukan langkah-langkah negosiasi kembali untuk 

merundingkan kembali beberapa komponen yang ada 

dalan kontrak, dan merundingkan tentang 

keterlambatan penyelesaian proyek. 

5. Transfer (Penyerahan) 

Tahap transfer yaitu suatu tahap dimana 

kontraktor akan menyerahkan proyek tersebut kepada 

pemerintah dalam keadaan siap dipergunakan. 

Dengan diserahkan proyek tersebut kepada 

pemerintah tanggung jawa kontraktor secara teknis 

masih melekat sampai batas waktu tertentu. Artinya 

masih ada tenggan waktu tertentu bagi kontraktor 

untuk bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. 

Tenggang waktu perawatan ini sangat tergantung 

pada perjanjian yang disepakati. 

c. Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab 

Para Pihak Dalam Penyediaan Infrastruktur 

Ketika pemerintah memasuki hubungan 

kontraktual dalam skala privat, pemerintah 

mempunyai peran ganda. Disatu sisi pemerintah 

kedudukannya seperti subjek privat lain, namun disisi 

lain kedudukannya sebgai badan publik tetap 

melekat. Ketika pemerintah menjalin perikatan dalam 

skala privat maka sejak itu harus dinilai pemerintah 

menyatakan tunduk pada aturan privat. Dalam situasi 

ini berlakulah segala konsekwensi hukum yangtimbul 

akibat hubungan yangdibentuk itu yaitu konsekwensi 

berlakunya prinsip dan aturan hukum dalam lapangan 

Hukum Perdata baik yang bersifat materiil maupun 

formil. Perikatan akan menimbulkan hak dan 

kewajiban. 
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Demikian pula dalam perikatan yang dibentuk 

oleh pemerintah seperti dalam perjanjian kerjasama 

dengan sistem BOTakan timbul hak dan kewajiban. 

Kewajiban pemerintah dalam perjanjian BOT seperti 

menyiapkan dan pengadaan lahan, mempersiapkan 

regulasi-regulasi yang berhubungan dengan proses 

teknis dan pelaksanaan perjanjian, regulasi pajak, 

perijinan, dan proses-proses administrasi yanglain, 

serta pengawasan dan pemeliharaan sampai pada 

jaminan keamanan selama proses operasional 

infrastruktur yang telah dibangun bisa berjalan sesuai 

manfaat dan kegunaannya. Demikian juga hak yang 

dimiliki pemerintah seperti memungut hasil (royalty) 

dari proyek baik dalam masa pelaksanaan dan 

operasional proyek yangdibangun, setelah masa 

konsesi selesai pemerintah berhak atas infrastruktur 

yang telah dibangun tanpa konpensasi apapun pada 

pihak swasta. Lahirnya hak dan kewajiban inilah 

yang pada akhirnya akan melahirkan juga hak gugat 

piak yangsatu pada pihak yang lain. Dalam situasi 

dimana hubungan perjanjian tanggung gugat ini lahir 

manakala satu pihak, dalam hal ini sebagai debitur 

(peemrintah) melalaikan kewajibannya (wanprestasi). 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang 

terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 38 tahu 

2015 dam Pasal 32 syarat yang ditentukan dalam 

perjanjian kerjasama bertujuaSn untuk memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan 

kesepakatan kerjasama. 

Dalam perjanjian antara pemerintah Kota 

Mataram dengan PT. Pacifik CilinayaFantacy 

tentangPengelolaan Kawasan APHM Cilinaya, isi 

dari pasal-pasal perjanjian sudah memuat ketentuan-

ketentuan minimal yang harus dimiliki dalam suatu 

perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur antara 

pemerintah dengan badaan usaha. 

Tabel pengelompokkan pasal yang sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 

tentang Kerjasama dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrustruktur. 
No Ketentuan Pasal 32 Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Kerjasama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur 

Ketentuan Pasal yang 

Terdapat Pada 

Perjanjian Kerjasama 

(BOT) dalam perjanjian 

antara pemerintah kota 

Mataram dengan PT. 

Pacifik Fantacy 

1 Lingkup pekerjaan pasal 4 (perjanjian) 

2 Jangka waktu kerja pasal 5 (perjanjian) 

3 Jaminan pelaksanaan pasal 2 ( ketentuan 

persyaratan), pasal 4 

(pelaksanaan perjanjian) 

4 Tarif dan mekanisme 

penyesuaiannya 

pasal 3 (pembangunan 

bertahap) 

5 hak dan kewajiban termasuk 

alokasi risiko 

pasal 7 (jaminan 

pelaksana) 

6 Standar kinerja pelayanan pasal 5 ayat (3) 

7 Pengalihan saham KPBU 

(kerjasama pemerintah dan Badan 

usaha) beroperasi secara 

komersial 

pasal 6 (pengawasan), 

pasal 7 (pemeliharaan) 

8 Sanksi dalam hal para pihak tidak 

memenuhi ketentuan perjanjian 

pasal 8 dan 9 ( gantirugi 

dan tanggungjawab) 

9 Pemutusan atau pengakhiran pasal 9 ayat (7) 

(pengakhiran perjanjian) 

10 status kepemilikan aset pasal 2 (perjanjian) 

11 Mekanisme penyelesaian sengketa 

yang diatur secara berjenjang, 

pasl 9 ayat (4)&(5) 

(penyelesaian 

yaitu musyawarah mufakat, 

mediasi dan arbitrase/ pengadilan 

perselisihan) 

12 Mekanisme pengawasan kinerja 

Badan Usaha Pelaksaan dalam 

melaksanakan pengadaan 

pasal 5 ayat (3) 

13 Mekanisme perubahan pekerjaan 

dan/ atau layanan 

pasal 3 (pelaksanaan 

proyek) 

14 Mekanisme hak pengambil alihan 

oleh pemerintah dan pemberi 

pinjaman 

pasal 5 ayat (3) 

(pengakhiran) 

15 penggunaan dan pemilikan aset 

infrastruktur dan/ atau 

pengelolaannya kepada PJPK 

pasal 6 ayat (3) 

(pengawasan) 

16 Pengembalian aset infrastruktur 

dan/ atau pengelolaan kepada 

PJPK 

pasal 5 ayat (3) 

17 Keadaan memaksa pasal 8 (force majore) 

18 pernyataan dan jaminan par pihak 

bahwa KPBU sah dan mengikat 

para pihak dan telah sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan 

ketentuan lain-lain 

19 Penggunaan bahasa dalam 

perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Inggris (sebagai 

terjemahan resmi official 

translation), serta menggunakan 

bahasa Indonesia dalam 

penyelesaian perselisihan di 

wilayah hukum Indonesia 

ketentuan lain-lain 

20 hukum yang berlaku yaitu hukum 

indonesia 

ketentuan lain-lain 

Pada tabel diatas menunjukkan analisis bahwa 

pasal yang terdapat pada perjanjian Kerjasama BOT 

dalam Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya antara 

Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Pacific 

Cilinaya Fantacy sudahmemenuhi syarat yang 

ditentukan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 

Pasal 32. Maka perjanjian (kontrak tersebut sudah 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak. 

Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan 

Kawasan APHM Cilinaya antara Pemerintah Kota 

Matarm dengan PT. Pacific Cilinaya tercantum 

mengenai tanggungjawab para pihak. Sebagai 

jaminan pelaksanaan, pihak swasta wajib 

menyerahkan dana berupa 10% dari nilai investasi 

kepada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara 

Barat (Bank NTB) yang dapat diambil setelah 

konstruksi bangunan mencapai nilai fisik minimal 

10%. 

Jika terjadi keterlambatan, kegagalan atau 

kelalaian yang disebabkan oleh suatu keadaan yang 

memaksa (Force Majour) maka tidak ada satu 

pihakpun yang bertanggungjawab atas 

keterlambatan,kegagalan atau kelalaian tersebut. 

Namun, apabila pihak swasta karena kelalaiannya 

tidak dapat melaksanakannya atau dalam keadaan 

pailit sehingga tidak dapat melaksanakan perjanjian 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah 

disepakati oleh para pihak, maka pemerintah kota 

Mataram berhak unuk mengamankan keuangan dan 

kekayaan Daerah dengan memutuskan hubungan 

kerja secara sepihak. 

 

4. PENUTUP 

Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUD NRI 1945) dalam Paasl 18 ayat (1) 

dan (2) menentukan bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
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provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-

undang.Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

publik, kesejahteraan masyarakat, menciptakan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 

daerah, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk berpatisipasi dalam proses 

pembangunan. Berdasarkan tujuan tersebut, 

pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi 

pemerintah daerah untuk mengembangkan dan 

memajukan pembangunan di daerah, salah satu 

diantaranya melalui Public private partnership (PPP) 

atau kerjasaman pemerintah dengan badan usaah 

(KPBU) dalam penyediaan infrastruktur berupa 

fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan 

lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan 

kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur 

agar peryumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat 

dapat berjalan dengan baik. 

Dengan adanya aturan khusus dalam bidang 

infrastruktur yaitu  Peraturan Presiden Nomor 38 

Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan 

swasta dalam penyediaan infrastruktur, maka Perpres 

ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum, serta 

lebih memberikan jaminan kepastian 

hukum.Hendaknya Pemerintah Kota Mataram yang 

berkaitan langsung dengan perjanjian BOT untuk 

dapat memanfaatkan aset pemerintah dalam 

perjanjian bangun guna serah dengan baik, optimal 

dan memberikan keuntungan berupa pendapatan 

kepada anggaran pendapatan Kota Mataram, dengan 

syarat utama bahwa perjanjian bangun guna serah 

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku. Serta para pihak 

dalam perjanjian BOT sama-sama memberikan 

pengwasan atas penggunaan atau pemanfaatan aset 

daerah yang dijadikan objek perjanjian BOT.Didalam 

perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) yang 

dibuat antara Pemerintah Kota Mataram dengan 

pihak investor memuat klausul hak dan kewajiban 

yang seimbang sesuai dengan asas  keadilan dalam 

perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. 
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